
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

a. bahwa dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa dan tujuan
negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting sebagai alat
pemersatu bangsa;

b. bahwa dalam rangka tertib pemberian izin Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagai Pegawai titipan di
luar instansi Pemerintah Kota Palembang, perlu dilakukan
.pengaturan mengenai pemberian izin dimaksud;

c. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 78 Tahun 2011
tentang Pemberian Izin Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang Sebagai Pegawai Titipan Di Luar
Instansi Kota Palembang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Palembang tentang Pemberian Izin Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota sebagai Pegawai
Titipan di Luar Instansi Pemerintah Kota;
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1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat selanjutnya disingkat BKD

dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota
Palembang.

5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap
warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat
yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan perundang­
undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Pasal1

KETENTUANUMUM

BAB I

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH KOTA
SEBAGAIPEGAWAITITIPANDI LUARINSTANSIPEMERINTAHKOTA

MEMUTUSKAN:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164);

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
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Sekretaris Daerah memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam
hal pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal3.

Pasal4

Untuk menjadi Pegawai Titipan di luar Instansi Pemerintah Kota,
setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota harus mendapat izin dari
Walikota.

Pasal3

IZIN TITIPAN

BABIII

Pengaturan ini dimaksudkan dalam rangka penertiban pelaksanaan
pemberian izin kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota sebagai
Pegawai Titipan di luar Kota Palembang, dengan tujuan agar PNS
tersebut disamping bertugas sebagai Pegawai Titipan juga dapat
mendampingi dan memotivasi Suami/Istri yang sedang
melaksanakan tugas belajar atau dinas di luar lingkungan
Pemerintah Kota.

Pasal2

MAKSUDDANTUJUAN

BAB II

6. Pegawai Titipan adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Palembang yang diberi izin oleh Walikota untuk bekerja di luar
instansi Pemerintah Kota Palembang.

7. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat
SKP adalah suatu daftar yang ada dalam salah satu unsur di
dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang memuat hasil penilaian
pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
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a. untuk rnendampingi Suami /Istri yang bekerja sebagai PNS di
lingkungan Pernerintah Kota yang sedang rnelaksanakan tugas
belajar dari Pernerintah Kota atau dinas di luar Kota Palernbang;

b. untuk rnendampingi Suami/Jstri yang bekerja sebagai PNSdi luar
lingkungan Pernerintah Kota (rnisal : dokter, dosen) dan ternpat
kedudukan Instansinya berada di Kota Palernbang, yang sedang
rnelaksanakan tugas belajar dari Instansi ternpat Suarni/Istri
bekerja;

c. untuk rnendampingi Suami/Istri (anggota TNI/POLRI, Pegawai
BUMN/BUMD/Swasta) yang bekerja rnelaksanakan dinas di luar
Lingkungan Pemerintah Kota;

d. pernberian izin titipan tersebut hanya berlaku selama 1 (satu)
tahun terhitung surat Pemberian Izin;

e. pernberian izin titipan dirnaksud dapat dipertirnbangkan untuk
diperpanjang kernbali rnaksirnal 1 (satu) tahun bagi yang
rnendampingi Suami/Istri dinas di luar Pernerintah Kota dan
untuk yang mendampingi Suami / lstri tugas belajar dapat
diperpanjang sampai dengan berakhimya rnasa tugas belajar;

f. absensi dalam bentuk rekapitulasi yang diketahui atasan ternpat
yang bersangkutan harus bertugas, disampaikan ke Pernerintah
Kota rnelalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;

g. apabila tugas sebagai Pegawai Titipan telah selesai harus segera
rnelapor ke Pernerintah Kota; dan

Pernberian izin kepada PNS di lingkungan Pernerintah Kota sebagai
Pegawai titipan di luar instansi Pernerintah Kota, dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal6

a. rnengajukan surat permohonan kepada Walikota rnelalui Kepala
BKDdan Diklat;

b. rnelampirkan persetujuan Kepala SKPDyang bersangkutan;
c. rnelampirkan Fotocopy Surat Keputusan Calon PNS;
d. rnelampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
e. rnelampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
f. rnelampirkan Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Struktural

Terakhir;
g. rnelampirkan Fotocopy persetujuan penerirnaan Pegawai Titipan;
h. rnelampirkan Fotocopy SKPtahun terakhir; dan
1. rnelampirkan surat keterangan suarni (bagi yang turut suarni).

Pernberian izin kepada PNS di lingkungan Pernerintah Kota sebagai
Pegawai Titipan di luar Instansi Pernerintah Kota, dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 5

PERSYARATAN

BABIV
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Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota
Palembang Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
Sebagai Pegawai Titipan Di Luar Instansi Kota Palembang (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 78), dicabut dan
dinyatakan tidak ber1aku.

Pasal 10

BKDdan Diklat ditetapkan sebagai SKPDteknis pelaksana Peraturan
Walikota ini.

Pasal9

KETENTUANPENUTUP

BABVII

PNS yang tidak me1aporkan diri kembali kepada Pemerintah Kota
sete1ah habis mas a titipannya, akan dihentikan pembayaran gajinya
dan akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasa18

SANKSIADMINISTRASI

BAB VI

(2) Apabila tugas sebagai Pegawai Titipan te1ah selesai, kepada PNS
yang bersangkutan harus melapor kepada Walikota melalui BKD
dan Diklat.

(1)Izin titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk
jangka se1ama 1 (satu) tahun terhitung mu1ai tangga1 (TMT)surat
izin diterbitkan dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang
kembali maksimal 1 (satu) tahun, apabi1a tugas be1ajar
Suami/Istri be1um se1esai.

Pasal 7

JANGKAWAKTU

BABV

h. tempat tugas harus sesuai dengan daerah tempat Suami/Istri
me1aksanakan tugas belajar dan dinas di 1uar Lingkungan
Pemerintah Kota.
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U KIDDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR g

Diundangkan diPalembang
pada tanggal \0 - ~ - 2016
S :ARISDAERAH KOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

di Palembang
to ~A~t 2016

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palembang

Pasal11
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